
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  29  TAHUN  2004 

TENTANG 

PRAKTIK KEDOKTERAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : a. bahwa pembangunan kesehatan ditujukan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang optimal 

sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum sebagaimana 

dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  b. bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan 

dalam bentuk pemberian berbagai upaya kesehatan kepada 

seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan 

kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat; 

  c. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti 

dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan 

harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik 

dan moral yang tinggi, keahlian dan kewenangan yang secara 

terus-menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan 

dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, lisensi, serta 

pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan 

praktik kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; 

 

d. bahwa … 
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  d. bahwa untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum 

kepada penerima pelayanan kesehatan,  dokter, dan dokter gigi, 

diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan praktik 

kedokteran;  

  e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b,    huruf c, 

dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Praktik 

Kedokteran; 

 

Mengingat : Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 

1. Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan 

oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan 

upaya kesehatan. 

2. Dokter … 
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 2. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, 

dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau 

kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui 

oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

3. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, 

mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen, yang terdiri atas 

Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran  Gigi. 

4. Sertifikat kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap 

kemampuan seorang dokter atau dokter gigi untuk menjalankan 

praktik kedokteran di seluruh Indonesia setelah lulus uji 

kompetensi.   

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter 

gigi yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah 

mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum 

untuk melakukan tindakan profesinya. 

6. Registrasi ulang adalah pencatatan ulang terhadap dokter dan 

dokter gigi yang telah diregistrasi setelah memenuhi persyaratan 

yang berlaku. 

7. Surat izin praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah 

kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik 

kedokteran setelah memenuhi persyaratan. 

8. Surat tanda registrasi dokter dan  dokter gigi adalah  bukti tertulis 

yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter 

dan dokter gigi yang telah diregistrasi. 

 

9. Sarana … 
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9. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan 

upaya pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk praktik 

kedokteran atau kedokteran gigi. 

10. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah 

kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang 

diperlukan baik secara langsung  maupun tidak langsung kepada 

dokter atau dokter gigi. 

11. Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan 

kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan 

suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan 

yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani 

masyarakat. 

12. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter 

dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi. 

13. Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokteran gigi 

Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi 

untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang bertugas 

mengampu cabang disiplin ilmu tersebut. 

14. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia adalah 

lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya 

kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan 

disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan 

sanksi. 

15. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di 

bidang kesehatan. 

BAB II … 
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BAB II 

ASAS DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan 

didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, 

keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien. 

 

Pasal 3 

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk : 

a. memberikan  perlindungan kepada pasien; 

b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang 

diberikan  oleh dokter dan dokter gigi; dan 

c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan 

dokter gigi. 

 

 

BAB III 

KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA 

Bagian Kesatu  
Nama dan Kedudukan 

Pasal 4 

(1) Untuk melindungi masyarakat penerima jasa pelayanan kesehatan  

dan  meningkatkan mutu pelayanan kesehatan  dari dokter dan 

dokter gigi dibentuk  Konsil Kedokteran  Indonesia yang terdiri 

atas Konsil Kedokteran  dan Konsil Kedokteran  Gigi. 

(2) Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dimaksud pada       

ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden. 

Pasal 5 … 

 


